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BUPATI . ..S.IEMARANG 

·r n 

PERATURAN BUP.ATI SEMARANG 
NOMOR // 0 T.A.1-~UN 2012 

Tl::NTANG 

SALINAN 

RENCANA KERJA PEM6,I.\NGUNAN DAERAH 
KABUPATEN SF.MARANG-TAHUN 2013 

DENGAN RAHMA"fTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

: a. bahwa agar pelaksanac1n kegiatan pembangunan daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2013 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran 
dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Rencana Kerja 
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2013; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten · 
Semarang Tahun 2013; 

: 1. Undang-Undang Nomor 1.3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas­
batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 'Nomor 1652); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tallun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. 

5. 

- ' 

Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Rcpublik Indon~sia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 



. . 

6. Undang-Undang Nomor 2.5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lemb'1ran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan Kcdua Atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangao · 
Keuangan Antara • Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Janglca Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Negara Republik IndonesicJ Tahun 2007 Nomor 33, Tamballan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya Daerah l7ngkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

· Republik Indonesia Nomo'" 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah 
l7ngkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 114, Tarnbah<'ln Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3500); 

13. Peraturan Pemerintah l\'omor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan J_ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Perr. ;~rintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang 
Kedudukan ProtokoJer dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republ;k Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dcm Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembara,, 
Negara Rep1,.1blik Indonesia · Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 4585); 



Pembinaan dan Pengawasc,:: :,c ·:·i ; _T! [·; . ; . . , ­

(Lembaran Negar2, R~publik ·1nckJ1~c·:;i t1 T2' ..: ,:: ?UC.5 i\\:- n-101· 1.65, 
Tambahan l.embaran .1\Jegara Republik Indonesia Nonor 4593); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kin~rja Instansi Pemerintah (lembaran Negara 
Republik Indonesia . Tahun . 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 461.4); . . 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara­
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indone5ia Nomor 4664); 

20. Peraturan Pemcrintah Nornor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraai1 Pernerintahan Daerah. Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4963); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun · 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik 1ndonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisas'. 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 
Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4815); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuc1n (Le:r1baran Negara Republik Indonesia Tahv.n 
2008 Nomor 20, Tambar1un Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tarnbahon Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20.lO tentang Standar 
Akuntansi Pemerir1tahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, T2mbahiln Lernbaran Neg.1ra Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

27. Peraturan Presid.2n Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 



Menetapkan 

38. Peraturan D.aerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun . 2008 
tentang Organisasi clan Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan 
Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpa::111 l(abupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sadan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan 
Lernbaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 200~ 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di 
Kabupaten Semarang (Lernbaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2008 Nomor 20, Tambahon Lenibaran Daerah Kabupaten Semarang 
f\lomor 18) sebagalmana telah d\ubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di 
Kabupaten Semarang (Lernbaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2011 Nomor 4, Tambailan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2009 Nornor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruc1ng Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 
Nomor 6, Tambt1han Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 
6); 

42. Peraturan Daerah Kabupate.n Semarang Nomor 7 Tahun. 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2010-2015 (Lernbaran Daerah Kabupaten Semarang 
Tahun 2011 Nomor 7); 

43. Peraturan Gubernur Javva Tengah Nomor ..... Tahun 2012 tentang 
Rencana Kerja Pemb:.mgunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2013. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN 8UPATi TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

· Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugq,5 

pembantuan dengan prinsip otonomi se'i uas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan RP.pllblik Indonesia sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan pe1·angkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten 

Semarang. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat 

DPRD Kabupaten Semarang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapata!1, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang. 
. ' 

7. Badan Perencanaan Pembangunan . Daer.ah ndalah Sadan Perencanaan Pembangumm 

Daerah Kabupaten Semarang. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang S1:!lc1njutnya disingkat SKPD adalah Perangkat 

Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD 

adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun, 

merupakan penjabaran dari Visi, Misi clan Program Daerah Kahupaten Semarang untuk 

periode Tahun 2005-2025. 

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 



13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanjc1, cL,11 pernbiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan 

program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD 

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati 

dengan DPRD . 

. 15. Program r1rfalah instrumen kebijai<.an yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan. oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

serta untuk memperoleh ulokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. .,. 

16. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesiflk secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang 

·. terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran 1 hasil, manfaat, dan/atau darnpak yang 

menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. 

Pasal 2 

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampira,n Peraturan 

Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati. 

Pasal 3 · 

Sistematika RKPD disusun sebagai berikut : 

BAB! PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

BAB VI 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, EVALUAS: HASIL PELAKSANAAN RKPD 

TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH 

RANCANGAN KERANGKA '.:l<ONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 

DAERAH 

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIP,TAN PRIORITAS DAERAH 

PENUTUP 

BAB lI 

PELAl(SANAAN RKPD 

Pasa\ 4 

(1) RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2013, memuat r2ncangan kerangka ekonomi 

daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur beserta 

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah rnaupun 

ditempuh dengan mendorong partisipas1 masyarakat. 



• • 

'· 

(2) Rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat bersumber dari: 

a. APBD; 

b. APBD Provinsi; 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

d. Masyarakat 

Pasal 5 

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 

menjadi pedoman bagi: 

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD Kabupaten 

Semarang Tahun Anggaran 2013; 

b. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013 . . 

Pasal 6 

(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja 

dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja 

masing-masing program/kegiatan. 

(2) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi 

usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati 

melalui Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang paling 

lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang b.ersangkutan. 

Pasal 7 . 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, · Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 

2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 

2012 (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mem~rintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal Bi ·· os - ~o; < 

~.,. :~..:.:::~.··.!•--~ 

/~ SftiqQ. --- .ARIS DAERAH 
SEMARANG, 

YA"-. 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal _::.1 - os - ~c /..!.? 

SERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR l/6 


